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ABSTRAK

CATATAN

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perparkiran menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota, dalam rangka mewujudkan
kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir
harus dikelola secara terpadu, berdasarkan pertimbangan tersebut
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDRI
Tahun 1945, Undang-UU No. 29 Tahun 1959, UU RI No. 28 Tahun
2002, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 33
Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No.
11 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU 28 Tahun 2009, UU No.
12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 36 Tahun 2005, PP
No. Tahun 2005, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 32 Tahun 2011, PP
No. 79 tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan
Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM 34 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM 75 Tahun 2015, Peraturan Menteri
Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015, Perda Kab. Mamuju No. 2
Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perparkiran, yang isinya
memuat: a. Ketentuan Umum, b. Asas dan Tujuan, c. Fasilitas
Parkir, d. Penyelenggara Parkir, e. Pengguna Jasa Parkir,
f. Petugas Parkir, g. Satuan Ruang parkir dan Sarana Parkir,
h. Ganti Kerugian, i. Tarif Layanan Parkir dan Pajak Parkir, j. Biaya
Penitipan Kendaraan, k. Pembinaan dan Pengawasan, 1. Kerja Sama,
m. Ketentuan Sanksi, n. Ketentuan Pidana, o. Penyidikan,
p- Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
yaitu Tanggal 30 Juli 2018.



